
1. Undang·Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbenlukan Daerah­ 
Oaerah Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Djawa Barat {Serita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dlubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembcntukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daer.ih 
Kabupaten Dalam Ungkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran Negara 
Republik lndooesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

. 
c. bahwa atas dasar pertlmbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf a 

dan huNf b, maka Perubahan Kedua Atas Peraturan &,pad Bel<asi 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012 tersebut perk, ditetapkan 
dengan Peraturan Bupatl. 

a. bahwa sesuai ketentua.n dalam Lampiran Peraruran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBO 
Tahun Anggaran 2012 pada Romawi v angka 8, bahwa Program dan 
kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas 
peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAJ< dan 
bantuan keuangan yang berslfat khusus serta pe!aksanaan kegiatan 
dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang befum cukup 
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanal<an 
mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan AP8D 
dengan cara menetapkan Peraturan Kepa'a Oaerah tentang Perubahan 
PenJabaran APBD dan mernbe<itahukan kepada Pimpinan DPRO; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang 
bersumber dari pemerintah dan belum teranggarl<an dalam AP8D 
Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012, maka Utltuk melaksanakan 
program dan kegiatan tersebut perlu dit!ndal<lanjuti mealui perubahan 
Penjabaran APBO Kabupaten Bekasl Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat 

- 

Menimbang 

TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 TAHUN 

2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI, 

NOMOR .~ ··= 

PERATURAN BUPATI BEKASI 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan seees dari Korupsi, Kolusi dan Nepotiome 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3.. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2.003 tentan9 Kni~ngan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tamb.lhan Lemb.lran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang·Undang Nornor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teotang Pemenl<saan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik lndor.esia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana terah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang· 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perub.lhan Ked'.ia Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtk 
Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Norno, 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tam.on 2005 
Nomor 140, Tamb.lhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengetotaan Keuangan Oaerah sebagaimana te!ah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Oalam Negeri Nornor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Oa!am 
Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengetolaan Keuangan 
Daerah; 

10. Peraturan Menteri Oalam Negen Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Bel.mja Daerah 
Tahun Anggaran 2012; 

11. Peraturan Menter! Dalam Negeo Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hlbah dan Santuan Sosial Yang Bersumbe< Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bel<asi Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Daerah 
Kabupaten Bekasl Tahun 2007 Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Ka!>upaten Bel<asi Nomor 7 Tahu,1 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pera!Ufan Daerah 
Kabupaten Bekasl Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organlsasl Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahu,1 2011 Nomor 4); 

- 
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Rp l.123.714.842.919,00 
Rp 54.268.774.000,00 
Rp 
Rp 38.225.067.000,00 
Rp 50.553.249.700,00 
Rp 133.246.969.264,00 

Rp l.400.008.902.883,00 

2. Belanja : 
a. Belanja Tldak langsung 

1) Belanja Pegawal 
2) Belanja Hit>ah 
3) Belanja Bantuan SoslaJ 
4) BeJanja Bagi Hasii 
S} BeJanja Bantuan Keuangan 
6} Belanja 'lidak T erduga 

Rp 2.305.340.331.199,00 Jumlah Pendapatan 

Rp 508.280.162.836,00 
Rp 1.377.364.362.SOS,OO 
Rp 419.695.805.So0,00 

I. Pendapatan : 
a. Pendapat.m Asli Oaerah 
b. Dana Perimbanll"n 
c. Lain-lain Peodapatan yang Sah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bekasi Tahoo Anggaran 2012 
sejumlah Rp 2.711.469.841.581,00 (dua trilyun tujuh ratus sebelas mityar empa! ratus 
enam puluh sembilan juta delapan ratus empat poluh satu ribtJ lima ratus delapan puluh 
satu rupiah) dengan nncian sel>agal berlkut : 

Pasal 1 

A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabt.Jpaten Bekasi Tahun 
Anggaran 2012 sejumlah Rp 2.695.484.919.581,00 (dua tnlyun enam ratus sembllan 
puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembllan ratus semb~an belas 
ribu llma ratus delapan puluh satu rupiah) diubah sehingga harus dibaca sebagai 
berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor l Tahun 2012 seoagalmana telah 
dlubah der,gan Peraturan Bupatl Bek<lsi Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Peljabatan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Tahun Anggaran 2012 (Serita Oaerah Kabupaten 
Bel<asi Tahun 2012 Nomor 13) diubah sebagai benlrut: 

Pasal I 

MEMUTUSKAN : 

: PERUBAHAN KEOUA ATAS PERATIJRAN BUPATI BEKASJ NOMDR I 
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGAAAN PENOAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 

Menetapkan 

,• Peran.ran Oaerah Kal)upaten Belt.as, Nomo, 15 -ahun 20U tentar>g 
Anggaran Pendapatan dan Betanja Oae.-ah Tahun An9g.,ra, 2012 
(lembaran Daerah Kabupaten Be~asl Tahun 2011 Noma, 15); 

15. Peraturan Bupati Bek<lsi Nom0< 1 Tahun 2012 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bekasl Nom0< 13 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Peodapatan dan Belanja Da ... ah Tahun Anggaran 
2012 (Senta Oaerah Kabupaten Bel<asl Tahun 2012 Norn<>< 13). 



• 

Ditetapkan di Okarang P\Jsat 
pada tanggal 26 Juli 2012 

f.__!.UPAn BEKASI., 

~ c::=~ - ~ Ii NENENG INISAl'IAH YASIN 

- 
Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengunclangan Peraturan Bupati ini, 
dengao meoempatkaonya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasl. 

Peraturan 131,pati Bekasi ini mulai be<laku pada tanggal di Undangkan. 

Pasal II 

C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Supati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana 
telah diubah dengan Pe,aturan Bupati Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah Tahun Anggaran 2012 sepanJang 
tidak diatur dalam Peraturan Bupati Jni dinyatakan tetap betlaku. 

B. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II diubah sehlngga harus dibaca sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

Rp Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp 374.093.967.467,00 Jumlah Pembiayaan Netto 

406.129.510.382,00 
32.035.5<!2.915,00 

Rp 
Rp 

3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 

Rp 1.279.425.395.783,00 

Rp 2.679.134.298.666,00 
Rp (374.093.967.467,00) 

Jum!ah Seranja 
Surplus/(Defislt} 

70.608.921.670,00 
438.3l 9.541.S87,00 
770.496.932.226.00 

Rp 
Rp 
Rp 

IBl!'~a ..a+ + n; 
9$ :p Jlltf;a,ia 
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